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KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

BUPATI GROBOGAN

DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nomor : 415. I / ZO /VII/ ZOIS

Nomor : Sr "3/UNZT / KS /ZO\B

TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN GROBOGAN

MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

ini
las 

puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu

SU 
yangJertanda tangan di bawah ini:

2. hof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S. :

3

I

M
Maret Masa Jabatan Tahun 2015 _ 2}tg,
dalam hal ini bertindak untuk dan arasnama rta sah mervakiliUnivers Maret, selanjutnyadisebut KBDUA.

DUA yang secara bersama_sama
disebut PIHAK, sepakat untuk

Peningkatan pembangunan Daerah dia Perguruan Tinggi, r.lengan ketentuan

n



Dasar hukum Kesepakatan Bersama ini adarah :i. Undang-Un 13 Tahun 19Kabupaten ungan provin ntukan Daerah-I)aerah

2' Undang-undang Nomor 20 Tahu.n 2oo3 tentang sistem pencridikan Nasional{I'erfibaran Negara Republik tndonesia Tahun-20o3 Nomor 7g, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);3' Undang-undang Nomor 12 1'ahun 2o12 tentang pendidikan Tinggi {LembaranNegara Republik Indrnesia Tahun 2or2 Nom-o, ,ss, Tambahan rembaranNegara Repubiik Indonesia Nomor 5336);
4' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah{t'embaran Negara Republik Indonesia Tahun zbt+ No* or 244, Tambahanl'embaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor 55gz) sebagainra'a telahbeberapa kati diubah terakhir dengan uncang-undang Nomor g Tahun 2015tentang perubahan Kedua Atas Undang_unoang Nomor 23 Tahun 2014tent€mg Pemerintahan Daerah (tr embaran Nrg"; Republik indonesia Tahun201S Nomor 5g, Tambahan L,embaran w"g"raTVomor 5679]:5' Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun rggg tentang Tata cara penggunaanPenerimaan Negara Bukan pajak yang Bersumber clari fiegiatan Tertentu(lembaran Negara Republik lndonesia tatrun 1999 Nomor 136, Tamba'anlcmbaran Negara Nomor 3g71);

6- Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2070 tentang pengeroraan danPenyelenqgaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran wegara Republik Indonesia Nomor5 i 05|;
7' Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2or4 tentang penyerenggaraanPendidikan Tinggr dan pengerolaan perguruan *;,'i*;;|ii.j NegaraRepublik Indonesia Tahun 2ol4 Nornor 16, Tambahan Lembaran NegartrRepublik Indonesia Nomor 55OO);
8' Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua AtasPeraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 20o5 tentang standar- NasionalPedidikan (Lembaran Negara Repuhlik rnclonesis Tahun 2$1s Nornor 4s,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor s6z0);
9" Peraturan pemerintah Nomor 2g Tahun 20lg tentang Kerya sama Daerah(l.embaran Negara Repubrik Indonesia Ta]run 20lg Nomor 92, TambahanLembaran Negara Repubfik Inclonesia Nomor 6219);
10' Keputusan Presiden Nomor l0 Tahun 1976 tentang pendirian universitas

Negeri Surakarta Sebelas Maret;
1 l - Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 22 Tahun 20o9 tentang petunjuk

Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12' Peraturan Menteri Der-lam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata caraPembinaan dan pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
13' Peratutan Menteri Riset, Tetcnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun2ol5 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
14 Peratutan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggr Nomor 62 Tahun2016 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita t{egaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);



15. Peratutan Menteri Riset, Teknoiogi dan
2017 tentang pedoman Keda Sama di
Pendidikan Tinggr;

16' Feratutzur Menteri Riset, Teknologi dan Fendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun2o1? te.tang organisasi dan Tata Kerja universitas sebelas Maret {BeritaNegara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
i 7' Keputlisan Me'teri pendidikan Nasionar Repubiik Indonesia Nomor :rl2/o/2a04, tentang statuta universitas sebelas Maret;
18' Peraturarr Rektor universitas sebelas Maret Nomor 5rg / uN2z/HK/2016tentang pedoman Ke{asama Universitas Sebelas Maret.

Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun
Kementerian Riset, Teknologi darr

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah ada-lah Kabupaten Grobogan.
2' Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan Bersama antara Bupati Grobogan

dan Rektor Universitas Sebelas Maret.
3. organisasi Ferangkat Daerah yang seranjutnya disi.gkat opD adalah

Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Crotrogan.
4' Fembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kuaritas dan

perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara rerus
menerus berlaldaskarr kemampuan daerah dengan memarrfaatkan kemaju anilmu pengetahuan dan teknorogi serta memperhatikan tantangan
perkembangan global.

5" Tri Dharma perguruan Tings adaratr tugas perguruan tinggi dalam rangka
mengernbangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses
pendidikan, peneritian, da' pengabdian kepada masyarakat-

6' Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada cli lingkup universitas sebelas
Maret.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(11 Maksud Kesepakatar Bersama ini adalah sebagai sa.lah satu sanana untuk

meningkatkan pernbangunan daerah melalui pelaksanaan Tr:i Dharma
Perguruan Tinggr.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memaksimalkan nilai-nilai
pendidikan, penelitian da' pengembangan serta pengab<rian kepada
masyarakat dengan memanfa,atkan sumber daya 

'ARA 
prHAK.

/



Obyek 
_,.Kesepakatan Bersama

melalui Tri Dharma perguruan

BAB III
OBYEK
pasal 3

ini adalah peningkatan pembangunan daerah
Tinggr.

BAB TV

RUANG LINGKUP

Pasal 4
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:a' Pendidikan cra' peratihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian

kepad.a Masyarakat;
b" Pengembangan pemerintahan dan sumber Daya Manusia;c' Pengembangan Industri, perdagangan dan potensi Daerah; dand' Bidang-bidarrg lain yang dipanda'g perlu dan disepakati oleh 

'ARA 'IHAK.
BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5
(1) Peiaksanaen Kesepakata' Bersama ini akan diatur lebih ianjut daiamPerjanjian Kerjasama Berdasarkan kesepakatan pARA 

'IHAK 
sesuai denganketentuan peraturan perundang_undangan.

(2) Datam men,rusun da' melaksanakan perjanjian Kerjasama sebagairnanadimaftsud pacia ayar (1) masing-masrng PIHAK dapat menunjuk,menguasakan da' / atau menugaskan kepada satuan / unit kerja terkaitsesuai dengan bidang tugas dan ruarrg ringkup sebagaimana dimaksud dalamPasal 4.

Kesepakatan Bersama ini
ditandatangani oleh PARA

BAB VI
JANGKA WAKTU

pasal 6
berlaku untuk jangka wakru i2 (dua beLas) bulan sejak
PIHAK.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatarr Bersama inidibebankan kepada 

'ARA 
piHAK berdasarkan perencanaan yang disusun dandisepakati secara bersama-sama oleh 

'ARA 'IHAK 
sesuai denga' ketentuanperaturan perundang_undangan yang berlaku.



BAB VIII
LAIN-LAIN

pasal g

Har-hi yang berum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini yang bersifatmenyempurnakan akan diatur dan ditetapkan kemudian daram perjanjiantersendiri oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariKesepakatan Bersama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

AB IX
PENUTUP

Pasal 9
Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oreh pARA 

'IHAK 
pada hari, tanggal,bulan dan tahun sebagaimana disebut pada ar,var Kesepakatan Bersama, dibuatdalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing_masing mempunyaikekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.
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